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TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN PENINGKATAN PENYELESAIAN MASALAH

PELAYANAN TERPADU

A. LATARBELAKANG

a. Oasar Hukum
. Undang-undang Republik lndonesia No. 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal
. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

. Permendagri No. 52 Tahun 201 1 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar

o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.8 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat.

. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 - 422 - 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan
Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '100 tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu seluruh lndonesia ada perubahan yang sangat
signifikan termasuk juga di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.
Sebelumnya tupoksi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan menyatu dengan bidang Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini



dilakukan untuk lebih memaksimalkan hasil kerja serta tuntutan kerja yang

semakrn banyak. Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan yaitu ikut
terlibat mengawasi jalan pengurusan perizinan oleh calon investor sampai
izin tersebut direalisir oleh calon investor. Hal ini harus dilakukan akibat
banyaknya pengaduan terkait permasalahan yang terjadi disaat
pengurusan izin sampai izin tersebut tenealisir. Sehingga untuk
mengantisipasi banyaknya pengaduan untuk pengurusan perizinan

sekarang ini harus dibentuk bidang yang tujuannya untuk memfasilitasi dan
memediasi pengurusan perizinan agar tidak mengalami kendala di awal
sampai akhir.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 fahun 2Q14

tentang Pemerintah Daerah di Provinsi, dimana banyak wewenang
yang dulu berada di Kabupaten Kota diserahkan ke Provinsi. Sehingga
banyak permasalahan yang timbul akibat pengalihan wewenang tersebut
semakin, terutama untuk izin galian C dan izin investasi yang ada
keterkaitan dengan kehutanan dimana di Kabupaten/Kota dinas tersebut
sudah diperkecil wewenangnya.

Hal diatas iuga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
20'17 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun

2019, bahwa tugas pokok dan lungdr krta akan selalu diawadr oleh
lnpektorat Jenderal Kemendagri.

c. maksud dan Tujuan

Adapun kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan
Terpadu dimaksudkan untuk menggawangi calon investor dari awal
pengurusan izin sampai teneasir guna meminimalisir intdk yang terjadi
dilapangan nanti. Hal ini sesuai dengan tuntutan dari OSS yang
dicanangkan untuk perizinan investasi. Tercaata ada 247 izin yang
menjadi wewenang DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah
Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan adalah mengoptimalkan tumbuhnya
ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat.
Salah satunya memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin
investasi tersebut.

Salah satu hal yang terpenting dalam era transparansi informasi pelayanan
publik ini kita dituntut untuk membuat tracking syslem agar pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi kita bisa di akses langsung oleh calon investor
guna menciptakan salah satu iklim investasi yang aman dan kondusif di
Provinsi Sumatera Barat.



B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
a. Ruang lingkup dan etodologis

Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu
dilaksanakan di Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaannya dari bulan
Januari sampai Desember dengan uraian :

h. Memonilor pengurusan izin .

i. Konfirmasi data perusahaan ke Dinas Teknis terkail.
j. Turun Lapangan ( Koordinasi dengan pihak terkait di daerah). Ke 19

kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi permasalahan yang masuk.
k. Melaksanakan Rapat lntemal membahas data yang didapat dari di

Kab/Kota.
l. Koordinasi dengan Tim Pengaduan Provinsi yang di SK kan
m. Melakukan validasi data untuk melihat kesesuian data
n. Melaksanakan Rapat Ekstemal pihak terkait.

b.HASIL YANG DICAPAI
Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan Peningkatan Penyelesaian

Masalah Pelayanan Terpadu yaitu Teriasilitasi dan termediasi izin dan
meminimalisir kendala dalam proses penerbitannya (lzin yang berjumtah
217 izin dan non pe.izinan).

c. BIAYA
Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyelesaian

Masalah Pelayanan Terpadu, telah tersedia dalam APBD Provinsi
Sumatera Barat pada DPA-OPD DPM dan PTSP Provinsi Sumatera
Barat tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran Peningkatan
Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu sejumlah Rp. 85.000.000-
(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang terinci dalam anggaran belanja
langsung dibawah ini :
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d. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN
1. PELAKSANA KEGIATAN :

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Kasi Pengaduan dan lnformasi Layanan
Kasi Pelaporan Layanan
Kasi Kebijakan dan Penyuluhan
Staf Bidang PKPL

2. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN :

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

3. PENGGUNAANGGARAN

8

12.0@

Nama
NIP

Jabatan

Maswar Dedi, AP, M.Si
19740618199311 1 001

Kepala DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat

4, KUASAPENGGUNAANGGARAN :

Nama : Etnaleli, S.Sos, MM

NIP : 19650124 199101 2 00'1

Jabatan: Kepala Bidang PKPL

5. PETUGAS PELAKSANA TEKN]S KEGIATAN :

Nama : Yuniarti, S.Pd, M.Si
NIP : 19690601 1998032002
Jabatan : Kasi Pengaduan & lnformasi Layanan
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Diharapkan dengan adanya Term Of Reference kegiatan Peningkatan
Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dapat menjadi acuan dalam
melaksanakan kegiatan sehingga apa yang diharapkan dapat dilaksanakan
sesuai waktu.

Mengetahui,
Kepala Bidang PKPL

Etnaleli, S
NrP. 19650124 199101 2 001

Padang, Januari 2020
Pejabat Pelakeana Teknie Kegiatan

Yuniarti, S.Pd, M.Si
N1P.19690601 't99803 2 002

Men ui,

Penggu n

Dedi, AP, .si
NrP. 19740618'199311 1 001

C.PENUTUP

MM


